
GUBERNURLAMPUNG 

PERATURAIf GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR;,b TAHUN 2017
 

TENTANG
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUl'f 2018
 

DUGAN RAHMAT TUHAN YANG MAlIA ESA
 

GUBERNUR LAMPUl'fG,
 

Menimbang: a.	 bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi 
Lampung Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 
Lampung Tahun 2015-2019 yang memuat rancangan kerangka 
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana 
kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang 
disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat, merupakan satu kesatuan dalam Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

b.	 bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi 
Lampung Tahun 2018 memuat arahan kepada Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi 
dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung serta 
menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPASJ sebagai 
landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (R-APBDJ Tahun 2018; 

c.	 bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi 
Lampung Tahun 2018 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018, 
dikarenakan perubahan nomenklatur perangkat daerah 
dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Lampung; 

d.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan kembali 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDJ Provinsi Lampung 
Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur 
Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
menjadi Undang-Undang; 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

3.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

5.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

6.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerab sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

9.	 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020; 

10.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pe1aksanaan Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 
tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pe1aksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

11.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025; 

13.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019; 

14.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Lampung sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017. 

15.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan 
Penye1enggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan 
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi 
Lampung; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TElfTAl'fG RENCAl'fA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI LAMPUNG TABUN 
2018. 
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BABI 
KETENTUAN UMUM: 

Paull 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 
1.	 Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3.	 Gubemur adalah Gubernur Lampung. 
4.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5.	 Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

6.	 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7.	 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun. 

8.	 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

9.	 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
KeIja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

10.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

11.	 Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

12.	 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat 
Daerah. 

13.	 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode l(satu) tahun. 

14.	 Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta 
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

15.	 Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau 1ebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Derah atau masyarakat, yang 
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 
pembangunan daerah. 
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16.	 Kegiatan adalah bagian dati program yang dilaksanakan oleh satu atau 
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dati pencapaian sasaran terukur 
pada suatu program, dan terdiri dati sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dati beberapa atau 
kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa, 

17.	 Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

18.	 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. 

19.	 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kernbali danj'atau 
pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

20.	 Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dati suatu program atau 
keluaran yang diharapkan dati suatu kegiatan. 

21.	 Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 
pembangunan daerah. 

BABn 
RENCANA KERJA DAN SISTEMATIKA RKPD 

Pasal2 

(1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2018 terdiri dati: 

a.	 Buku I tentang kerangka ekonomi makro, arah kebijakan 
keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, 
rencana program dan kegiatan, dan pendanaan; 

b.	 Buku II tentang program dan rencana kegiatan Perangkat 
Daerah Provinsi Lampung; 

(2)	 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang berisikan dokumen 
perencanaan pembangunan Provinsi Lampung untuk tahun 2018 periode 
tanggal 1 Januati 2018 dan berakhir sampai dengan tanggal31 Desember 2018. 

Pasal3 

(1)	 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 menjadi landasan 
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) 
Provinsi Lampung dan Program Prioritas dan Anggaran Sementara (PPAS) 
Tahun 2018. 

(2)	 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan: 
a.	 Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2018; 

b.	 Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupateri/Kota Tahun 2018; dan 
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c.	 Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Lampung tahun 
2018. 

Paul 4 

Dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA­
PD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kepala Perangkat 
Daerah berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi 
Lampung Tahun 2018. 

PaulS 

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, ditetapkan hal-hal sebagai 
berikut: 
a.	 Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas 

pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang ke1uaran 
kegiatan dan indikator kinerja masing-rnasing program; 

b.	 Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur 
Lampung melalui Bappeda Provinsi Lampung 14 (empat belas) hari setelah 

~. berakhirnya triwulan tahun berjalan; dan 

c.	 Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi 
kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah pada anggaran tahun 
berikutnya. 

Pasal6 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 25 
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 
2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal7 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 15> OIJ.+uDPv- 2017 

GUBERNUR LAM NG, 

M 

Diundangkan di Te1ukbetung 
pada tanggal	 2017 
SEKRETARIS DAERAH PRO SI LAMPUKG, 

Ir. UTOKO M.M
 
P bina Utama
 

NIP.19S 728 198602 1 002 

BERITA DAERAH PROVINSI LAllIPUNG TABUK 2017 KOMOR .... 


